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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI
NOMOR : 421.9/Kep. v207/DISDIK

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK ASIH PUTERA 1

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

Menimbang a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk

mewujudkan masyarakat gemar belajar dan
penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung

jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan
masyarakat;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan
Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4116);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang
Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang
Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah
Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);










